
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Jndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1956 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Otonorn Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalirnantan Selatan, dan 
Kalirnantan Timur (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nornor 56, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1106); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dan 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

bahwa untuk rneJaksanakan ketentuan PasaJ 92 
Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2021 tentang 
Retribusi Daerah, perlu rnenetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nornor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi 
Daerah; 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG RETRIBUSJ DAERAH 

TENTANG 

TAHUN 2022 NOMOR 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

Mengingat 

Menimbang 

' . 



,aerPAT- ..... 

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Tnsentif Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Derah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2021 Nomor 6 ); 

........ 



Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur Penye1enggara 

Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Baral. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
5. Perangkat Oaerah Pemungut yang selanjutnya disebut Pcrangkat Daerah 

Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang 
melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai bidang dan 
kewenangannya. 

6. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala 
Perangkat Daerah Pemungut adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang 
dan kewenangannya. 

7. Sadan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA ada1ah 
Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

8. Kepala Sadan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

9. Kepala Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala 
Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
11. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu 

kesatuan, baik yang meJakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Iembaga dan 
bentuk badan Jainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Ml~MUTUSKAN: 

PERATURAN GUBF:RNUR TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAf,;RAH NOMOR 6 TAHUN 
2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. 

Menetapkan 

••• 



13. ,Jnsu lJ11111rn 11d11l11h j11• 11 y1111p. di wd11dm111111111 dilwrilwn oleh Pernerintuh 
Dneruh 11111111, l11ji11111 l<1·1w11li11w111 d1111 1<,·1111111f11ulri11 urnurn twrlA dapat 
dinikrunt! 011·11 011111g pt il11ul1 11lrt11 l>ncl1111. 

111 ,Jmrn Um1l111 nd11l11h j11H11 yu11J1, d11wd1ril<1111 olr-h 1'1·111<·1i11l11h Dat-rnh dengan 
1111•11g1111111 pl'i11:iip pt i11uip lw11u·18i11I unt uk 1111·111p1·roh·h ki-untungan dan 
hc•ro1i1•11t11si p11d11 lt111,<11 p111111 1<111c·w1 p11d11 dutmrnyn dapat pula 
cl iH( din kn 11 oh-h ~wld 01 HWHHI II 

15. 1'1•ri1.l11nn '1'1•111·11111 urlnluh 1<1·gi1111111 tc·1 ti·nl 11 I' -mcrin] uh I >ucrnh dalarn 
rnn~ka p1•111lwrn111 1z111 l<1·p11cl11 om11g pr ilmcl1 ntnu Badan yang 
dirnnksudknn 11111111< 1w111h111w1n, p,•11g11f uran , pengcndalian dan 
p<'11gnw11sn11 11111:-1 1<1·~11111111, p1·m1111f11alu11 ruung, s •rta pengguriaan 
surntx-rdnyn nlr1111, h11rn11r,, pt nsur:11111, Hlll'llltH utnu ffrnilitHs tertent u guna 
melindungi kr-pr-nt iuguu u11111rn <11111 11H•11jug11 kdc·Hfflriun lingkungan. 

16. Ret ribusi ,Jnsn Urnurn ndalnh l~t·I ribus: y11ng dikcnakan alas jasa yang 
disedinknn ntnu diborikun olch 1'1·11wri11l11h Daerah unt uk tujuan 
kepcnt ingan <Inn kc•n11111fuu11111 urnum i-wrla du put dinikrnati oleh orang 
pribadi atau bndnn. 

17. Retribusi ,Jnsn Usnhn ndulnh l~etribu1-1i yarrg clikcnakan atas jasa yang 
disedlnkan oleh l't•nwrintuh Dacrah dcngan menganut prinsip-prmaip 
komerainl, knrenn parlu dmmrnyn dapat dis xliakan oleh sektor swasta. 

18. Retribuai Perizinan Tertent u adulah Rctribusi yang dikenakan atas 
kegiatan tertentu Pemr-rintnh Daerah dalam rangka pernberian izin 
keparla orang pribadi atau Badnn yang dirnaksudkan untuk pembinaan, 
pcngaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 
ruang serta penggunaan sumberdaya alarn, barang, prasarana, sarana 
atau fasilitns t ·rtcnt u guna m elindungi kepentingan um urn dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan Kesehatan yang harus 
diberikan secepatnya untuk mcnccgah/menanggulangi resiko kematian 
atau kecacatan. 

20. Rawat lnap Khusus adalah pelayanan perawatan pasien yang 
mernerlukan pengawasan dan tindakan intensif pada High Care Unit atau 
lntermediate Ward. 

21. Rctribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan 
kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong. 

22. Retribusi f'elayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Klinik Utarna 
Sungai Bangkong adalah Retribusi yang dipungut oleh Unit Pelaksana 
Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong. 

23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 
maupun sosial yang mcmungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 
secara sosial dan ekonornis. 

24. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan Penyediaan Obat-Obatan, Bahan 
Kimia dan Bahan-bahan/ Alat Kesehatan Pakai Habis yang digunakan 
langsung dalarn rangka Observasi dan Diagnosis Pengobatan Rehabilitasi. 



UlffDI 

25. Pendidikan adalah usaha sadar dan tcrencann untuk rncwujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secam uktif 
mengembangkan potensi dirin ·a untuk merniliki kekuatan spiritunl 
keagamaan, pengendalian din, kepribadian, kecerdasan, ukhlak mu lin 
serta keterampi1an yang diperlukan dirinya, rnasyarakat, baugsu dan 
negara. 

26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan p laksanunn kornponen 
sistern pendidikan pada satuan atau program pendidikan agnr proses 
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan. 

27. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pernbayaran alas pclnyunan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemcrintah dacrah 
pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalirnantan 
Barat. 

28. Penjamin adalah orang atau badan hukurn sebagai penanggung biaya 
pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan Zmendapat 
pelayanan di klinik, 

29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterirna oleh klinik alas p makaian 
sarana dan fasilitas klinik, tidak terrnasuk penggunaan bahan clan alat 
medis pakai habis. 

30. Jasa Pelayanan adalah irnbalan yang diterima oleh peJaksana pclayanan 
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, konsultasi visite dan rehabilitasi rnedik dan/atau 
pelayanan lainnya. 

31. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mcnurut 
Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk rnelakukan 
pembayaran retribusi termasuk pemungut dan atau pernotong retribusi 
tertentu. 

32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek Retribusi, penentuan besamya Retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta Pengawasan penyetorannya. 

33. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 
memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh 
petugas Retribusi dengan penyampaian Surat Pendaftaran Objck 
Retribusi Daerah (SPdORD) kepada wajib retribusi untuk diisi secara 
lengkap dan benar. 

34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ke Rekening 
Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang 
telah ditentukan. 

35. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan 
Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, 
Surat Teguran yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban 
membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi Yang Terutang. 

36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan 
Objek Retribusi yang digunakan. 



37. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terutang. 

38. Dokurnen Lain yang Dipersarnakan adalah surat ketetapan retribusi yang 
dipersarnakan dengan SKRD seperti karcis, kupon, kartu pelanggan dan 
sejenisnya dapat dijadikan media pemungutan Retribusi Daerah, 

39. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disingkat STS adalah surat bukti 
yang dikeluarkan oleh petugas Kas Daerah sebagai tanda terima setoran 
pendapatan penerimaan retribusi sesuai dengan uraian rincian objek 
penerimaan retribusi. 

40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk menyetor penerimaan 
retribusi ke Kas Oaerah. 

41. Laporan Pertanggungjawaban dan/atau Surat Pertanggungjawaban 
selanjutnya disingkat LPJ dan/atau SPJ adalah laporan/surat 
penerirnaan dan penyetoran pendapatan retribusi daerah sesuai dengan 
Surat Tanda Terima Setoran (STS) yang diJakukan oleh petugas retribusi 
ke Rekening Kas Daerah sebagai bahan laporan realisasi rekapitulasi 
bulanan penerirnaan retribusi daerah. 

42. Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan maupun Surat Lain Yang 
Sejenisnya adalah surat apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau 
kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo 
pernbayaran. 

43. Surat Tagihan Retribusi Oaerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/ a tau denda. 

44. Surat Perrnohonan adalah Surat Permohonan Keberatan dari wajib 
retribusi terhadap retribusi daerah atas SKRD/SKRDT. 

45. Surat Keputusan Persetujuan dan/atau Surat Keputusan Penolakan 
adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah 
Pernungut Retribusi atas nama Gubernur untuk menindaklanjuti 
terhadap Surat Pennohonan Keberatan dari wajib retribusi terdahulu. 

46. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

47. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah 
tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada instansi 
yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 

48. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah 
fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah 
bank untuk melakukan transaksi. 

f 



(I) P lak anann Pcraturan Gubcmur mi diserahkan dan menjadi 
tanggun&J, wab P irangka: Daerah Pcmungut. 

2) .J mrs punguran yang t rrnasuk di dalarn Peraturan Gubernur ini meliputi: 
a R tribu 1 Jc1s:-1 Umurn m liputi : 

1 R tribusi P layanan Kc ehatan; dan 
2. R nribusi Pelayanan Pendidikan. 

b Retribusi Jasa Usaha m liputi : 

1 Rt tribusi P .makaian Kekayaan Dacrah; 
2. Retribusi Terminal; 
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan: 

4. R rribusi Ternpat Rekreasi dan Olahraga; 
5. Retribusi Penyeberangan Air; dan 
6. R ribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

c Retribusi Perizinan Tertentu rneliputi: 
1. R tnbusi Izin Trayek: 
2. Retribusi lzin Usaha Perikanan;dan 
3 Retribusi Perpanjangan IMTA. 

(3) Tugas dan Tanggung jawah Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi; 
b mengusulkan penunjukan Satuan Pernegang Kas Pembantu kepada 

Oul mur, 
c melaksanakan koordinasl dalam melakukan pemungutan Retnbusi; 

dan 
d melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Oubemur Up. 

Kepala BAPENDA. 
(4) BAPENDA Selaku Koordmator Pemungutan Rctribusi Daerah bertugas : 

a melaksanakan P mhinaan Kepada Perangkat Daerah Pemungut; 
b, melakukan Monitoring dan Evaluas1 pelaksanaan pernungutan 

R tnbuai bersama dengan Perangkat Dacrah Pemungut; dan 

Pasal 4 

BAB II 

1'£...LAKSANJ\AN l'f~MUNGUTAN Rl•:Tl~IBUSf 

Tujunn I ernturnn ul ,•111111 nu arlnlnh 1111luk rnewujurlkan pengelolaan 
r tnhu I ang tertib ,1dn11111•tr,1 1, transpnrnn dan akuntubel padu setiap 
P rangkat IJa roh J ·nnrnP,ut yang mclakukun pu ngutrm ata Retribusi 
Daernh 

f'H•,al 1 

dimnk 11dka11 f <·b;1gAi pedoman bag1 
pcln ks1111E1t111 1w11111 ngu In 11 f~ct rihus] 
Dm·r 1 Ii, 1N1u:11 dengan keten t uan 

, ..... 11 I :?, 



Alll'l'UI I P&ll/UIOKAT D4•llAlt 
P&IIRAKAIIL\ IUDA !LUO 

11\JKUN 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek 

Pasal 6 
(1) Orang Pribadi atau Sadan yang mernperoleh jasa pclayanan yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mcndaftarkan dengan mengisi 
fonnulir SPdORD atau mengajukan surat permohonan. 

(2) Formulir SPdORD / permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon / 
kuasanya. 

(3) Formulir SPdORD / permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada petugas untuk dilakukan pelayanan jasa dan bahan 
proses penetapan, untuk formulir SPdORD / permohonan yang belum 
Iengkap, dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi. 

(4) Terhadap Formulir SPdORD / permohonan yang belum lengkap, 
dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi dan disarnpaikan 
kembali kepada petugas untuk dilakukan pelayanan jasa dan bahan proses 
penetapan. 

(5) Jangka waktu pengembalian formulir SPdORD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (cmpat belas] hari terhitung saat 
penerimaan formulir SPdORD oleh Wajib Rctribusi. 

(6) Untuk tertib administrasi kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan 
subjek Retribusi Jasa Umurn diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis 
Kepala Perangkat Daerah Pemungut sesuai kewenangannya. 

(7) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercanturn 
dalarn Larnpiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubemur ini. 

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi : 
a. pendaftaran dan pendataan obyek; 
b. penetapan; 
c. pembayaran; 
d. penyetoran; 
e. pembukuan dan pelaporan; dan 
f. penagihan. 

BAB Ill 
TATA CARA PEMUNGUTAN R8TRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

c. menyampaikan laporan pclaksanaan tugas sebngaimnnu dimuksud 
dalam huruf a dan huruf b kepada Gubcrnur. 



f'ltM .. OKAT DACllAH 
r ~lol llAJUIJIIIA 

KARO 
IIUKIIM: Sl:KDA 

(1) Mekanisme penyetoran oleh Wajib Retribusi dalam ha] pembayaran kepada 
Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu 
melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk, meliputi : 
a. Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara 

Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan 
mernbawa media pembayaran untuk disetorkan melalui Kas Daerah 
atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk; 

b. Penerimaan tanda bukti pembayaran dari Kas Daerah yang telah 
disetorkan oleh Wajib Retribusi; 

c. Fungsi Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan 
Pembantu adalah : 

1. Penerimaan bukti setoran yang berasal dari Wajib Retribusi; 
2. Penerbitan tanda bukti Pembayaran dan diberikan kepada Wajib 

Retribusi; 

Bagian Kelima 
Tata Cara Penyetoran 

Pasal 9 

()) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) menggunakan SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan sesuai 
dengan objek ret.ribusi. 

(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) 
sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib 
retribusi dilakukan secara CMS ( Non Tunai ) melalui Kas Daerah atau 
Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk. 

(3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling 1ambat 15 (Jima belas] 
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan. 

(4) Media pemungutan retribusi daerah sebagai Tanda Bukti Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverporator/diva1idasi. 

(5) Pembayaran Retribusi yang dilakukan mela1ui CMS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai tanda bukti penerimaan. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pem bayaran 

Pasal 8 

(J) Berdasarkan SPdORD sebagairnana dimaksud <lalam Pasal 6 ayat (1), 
diletapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD. 

(2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah Pernungut. 

(3) SI RD ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk olch Kepala 
Perangkat Daerah Pernungut. 

(4) Bentuk dan isi formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercanturn dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Penetapan 
Pasal 7 



( 

( l) Besa.rnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku 
registrasi sebagai dasar membuat laporan. 

(2) Perangkat Daerah Pemungut wajib membuat pembukuan dan pelaporan 
penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai 
ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

(3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut wajib membuat Japoran penetapan 
dan realisasi penerimaan kepada Gubemur paling lama pada tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan : 
a. buku kas umum; 
b. buku pembantu perincian objek penerimaan; 
c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan 
d. bukti penerimaan lainnya yang sah. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan 

Pasal 10 

3. Pencatatan ke dalam Buku Pembantu mengenai perincian objek 
penerimaan; 

4. Penerimaan laporan harian Bendahara Penerirnaan Pernban u 
kepada Bendahara Penerimaan beserta bukti setoran: 

5. Pembuatan Bukti Surat Tanda Setoran Rangkap oleh Bendahara 
Penerimaan Pembantu; 

6. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan oleh wajib Retribusi pada 
hari yang sama; 

7. Sebagai bukti bentuk dan isi Surat Tanda Terima Setoran da.ri 
Petugas Kas Oaerah sebagaimana tercanturn dalam Larnpiran HI 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pera uran 
Gubernur ini; 

8. Pembuat laporan, melipuli : 
a) Buku Rekapitulasi Bukti Setoran dari Wajib Retribusi : 
b) Buku rekapitulasi penerimaan harian; 
c) Laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu; 
d) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam Buku 

Kas Umum; 
e) Realisasi penerimaan dan penyetoran; dan 
f) Buku rekapitulasi Penerimaan Bulanan. 

(2) Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan dengan Surat Tanda Terima Se oran 
(STS) yang dibuat rangkap 6 (enam) masing- masing untuk: 
a. Lembar I dan JI : Bendaharawan Penerima; 
b. Lembar Ill dan IV : Kas Daerah dan Akuntansi Pelaporan; 
c. Lembar V : Bank Kalbar; 
d. Lembar VJ : Dinas/Badan/UPT. 

(3) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan seluruh 
penerimaanya ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi rnelalui Bank 
Kalimantan Barat/Bank Persepsi setempat paling lambat 1 x 24 Jam pada 
hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD. 

(4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3 tercantum 
dalam Lampiran JV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 



ABlttU I BICllDA 

(1) link untuk melnk ukan p,·11ngihan l~<!tribwii menjadi kadaluwarsa setclah 
mchunpuui wakt.u 3 (tigu) t11hu11 terhltung ~wjnk saat terutangnya Retribusi 
kt·< 11111i [ikn Wujib l~t·I rihu s: melakukan t indak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kndnluwarsn peuagihan Ret ribusi N<'imgaimfJllfl dimaksud pad a ayat ( J) 
ditnngguhkan npahiln : 
Et. diterbitknn surnt 1,:gurnn; atau 
h. 11clu pengnkuan utang l~t;lribuHi dari wajih Retribusi haik Jangsung 

maupun tidnk langsung. 

(3) IJ11lnm hnl diterbitkan Hurni teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, maka knrlaluwnrsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
sumr tcgurnn rersebut, 

H/\B IV 
l<AIJALUWAl~S/\ l'l.:N/\GlffAN 

P:i~ul 12 

( 1) \p11IHl I w, ph l'1·tiil111111 11dnl 1111·11d,11y111 '""" Jc1111111f: ,r1,..11il,,,yfl1 ,,,1,ll,11 ii 
\flll~· It 111111 IIIJ: 1111111111 111111 1111 u h l1•111p1, p1•11d,11y1111111, nutw1r1tll ntnu 
p,•1111111 ""'I' di11111j11I d11p11I 11wl11IC11lt1111 p1•11flJ~ili,111 d11 11•ttil>11 ii yang 
t11 l111tn11f d, 11>:1111 11w111•i:111111lu,11 111111 1,·,:u11111 ,.,,,,, 1111rrl lnln ynnr: 1«·j1•11i1> 

(!.>.) S11111l lt'g\111111 1•111111,,g l<IIIIIIIHIIYII 1111•11111111· 
II, 11111('1 11'1 I 11111 11; 
Ii, Htrl>it•k 1t•I I ill11t::1i; 
I' j11111l11h 11•1111111• j II 111t11l1K; 
cl, j11111 h I ('Ill po I w111 h11 VIII 1111; d1111 
1. 1111dc url 'Hll'llt ,,.~~111'1111, 

Pl S11111l tc·g1111111 1111111 111rit 111111 y1111H wj,·11h 1•l,ugm11rnn:1 <liw: I< wd p:td:-t 
nrnl ( l) dil,1'111111'11111 u•l1·lrd1 I (I 1q1d1) l,111i w·jt,k j1,t uh 11·111p<J pl'Tnl>ayman, 
ckngo11 1111•11w·l11111 knu S1111il 'f1·g11111n/ 1'1•1 i11g .. 1un/ F1triu 'lUJ,11 lainnya y::rng 
~c:11·111•, i 1·l>11g11i 11w11l I i11cl11l<1111 pr-Ink m,1111111 p1•1111gih:m. 

(•I) ()1df1111 j1111Ml ,, w11kt11 7 [Iujuh] h111i <·t,·lr,t, dikelunrknnnyn surnt lt>guran 
11111u Hlll'HI l11i11 1111g m·j1·1111·111y11 •wh11g:ii111F11m d1111:ik•111d p:Jda ny;it (?.), wajih 
n•t, ibusi lir1111N nwl1111n11i 11·11 ih111i11y11 y11ng ,,., utang, 

( ) Sumi Tc·p11n111/ l11·rinf~1dt111 1111111 Hurni luinnyn y:u11~ Ht:J .nis sebagairnana 
dirnnl<sud p11d11 1,y11t (I) dikclunrkun olr-h 1<1:p:ila Perarigkat Daerah 
P1·111111tHU I. 

(<>) Hc•ntul< cl1111 iHi Iormulir Su,111 T,•g111m1 s<·b:-ig;iirrnrn:1 tercanturn dalarn 
l,11mpi11111 VI dun 11wn1p11lw11 lm~utn y:,ng t idnk terpisahkan dari Peraturan 
(iulw1 nur 1111. 

11111:11111 1(1•l1tl1d1 

'I (II II { '11111 I ,,.,.,,,:1lt1111 

I 111 11 d I I 

( •) ll1·1it11I I \jlPI 111 l'r•frll lfllll l'r 111'1 (111(11111 d1111 l'1•11y1 11,1(111 J1,·11f1,1J ,I 
u h11t:h1111111111 tc·11•ri11111111 d1d11111 l.11111pl11111 V ,11111111111q,1il'1111 I, g11111 y1111v, 

lrd ii 1!•1p tdll 1111 d Ill f'1 lltllllflll n1ilw111111 1111 



Aal8TUI 

( 1) Bagi Wajib Retribusi yang terhutang dapat menyampaikan Surat 
Permohonan Keberatan terhadap retribusi daerah atas SKRD/SKRDT. 

(2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Retribusi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VlJI Peraturan Gubemur ini. 

(3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut atas nama Gubemur dapat 
memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi atas 
permohonan Wajib Retribusi. 

(4) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan 
kemampuan Wajib Retribusi. 

(5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Kepala Perangkat Daerah Pemungut atas nama Gubernur untuk 
Menyetujui atau Menolak terhadap Surat Permohonan Keberatan bagi 
Wajib Retribusi. 

(6) Bentuk dan isi Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut atas 
nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam 
La.mpiran IX.a serta Lampiran lX.b dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 
PENGURANGAN, KERJNGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 15 

( 1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu a tau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan 
ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam La.mpiran VII dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

BABV 
SANKS! ADMJNJSTRATIF 

Pasal 14 

( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan oleh Perangkat Daerah pemungut kepada Gubemur. 

(3) Penghapusan piu tang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 13 

(4) Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum 
melunasinya. 



-" KA.RO PEIIAIIOMT DA&AAH UISTUI u:KDA BUKUM PIIIIIA•A•aA I J> 'I 1 ~ 
"f 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku : 
1. Peraturan Gubemur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Jasa Umum (Belita Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2015 Nomor 54); 

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 87 Tahun 2015 ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2015 Nomor 87); 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

(l) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 
Peraturan Oubemur ini. 

(2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan 
Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (] ), Gubernur dapat 
mernbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 

(3) Tim sebagairnana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan 
pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Peraturan Oubemur ini. 

(4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dalarn mekanisme 
pengelolaan Retribusi wajib rnembuat Petunjuk Teknis dalam melakukan 
teknis penerirnaan baik teknis administrasi maupun teknis dilapangan. 

(5) BAPENDA melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah secara 
berkala yang melibatkan Koordinator Kas Daerah, Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan serta Perangkat Daerah Pemungut yang bersangkutan. 

BAB VJJJ 
PENOAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 17 

(l) Kepada Perangkat Daerah Pernungut yang melakukan pernungutan 
Retribusi Daerah dibcrikan Insentif sebesar 3'Yo (liga pcrsen) dari rencana 
penerimaan retribusi dan diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertent u. 

(2) Besaran inscntif ditetapkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran bcrkenaan dan dijabarkan dalarn Dokurnen 
Pelaksanaan Anggaran Pcrangkat Daerah Pemungut. 

(3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Perangkat 
Daerah Pemungul ditetapkan dengan Keputusan KepaJa Perangkat Daerah 
Pemungut. 

BAB VII 
INSENTJP PEMUNGUTAN 

Pasal 16 



BERJTA OAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 

ETARIS DAERAH 
INSI KALIMANTAN BARAT, 

A.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal ' L 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 
Ba rat. 

Pasal 19 

3. Peraturan Gubernur Kalirnantan Barnt Nomor 88 Tahun 2015 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pera tu ran Daerah Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah NomOr 1 I Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tcrtcntu (Serita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 88); clan 

4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum sebagairnana telah diubah beberapakali dan 
terakhir dengan Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi KaJimantan 
Barat Tahun 2018 Nomor 57). 

Dicabut dan din ·atakan tidak berlaku. 



1-0UBERNUR KALIMANTAN BARAT, f 
-·-------------·-------------------------- 

Wajib Retribuai 
Pontianak, 

Denpn menyadari aepenuhnya akan menangung penggantian sepia biaya·b1aya yang diakibatkan 
pemerikuan dan persyaratan -persyaratan administrasi termasuk aanksi-sanksi aesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kua.sa. 

PE IERINTAH PROVJNSI KALI iM'TA,', B,\RAT Nomor 
DINAS / UNIT .. ·~· ................ ..... ... Ma.sa Retribusi : 

Tahun Retnbus, 

SURAT PUDAFTARAII OBJEK RETRIBUSI DAERAH ( SPdORD) 
PERIIOHORAll 

Kepada Yth : 
Kepala •••••.•..•.•......•..•..•.•..• . . .... .. 
Jalan 

KA.Ll~~iTA.\ BAAAT 

A. ldentitas Wajib Retribusi 

I. Name Pem ilik : 
2. Nam a Badan / Perusahaan 
3, Alamat Perusahaan : 
4 Lokasi Kegiaran 

B. Jenis Permohonan 

1. 
2. 
3. 
4 

C. Berlaku Sampai : 

D. Obyek Retnbusi yang diminta: (diisi oleh perugas] 

I. 

2. : 

3. : 

4. : 

5. : 

6. : 

FORMAT BE[l,'TUK DAN ISi SPdORD 

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG 
RETRIBUSI DAERAH 



Pontianak, 

Yang mcncnma, , 

NPWRD 
Nama 
Alamat 
Jena1 RetribUSI 
Jumlah Retnbuai 
JatuhTempo 

No. SKRD .. Tanda Tenma 

Penyeror Nomor ku Register / \'ahdas1 Diterirna oleh : 
Pctugas Pcnenmann / Kas1r 
Tanggal 

Pontianak, 
KEPALA . 

PERHATIA 
I. Hamp pen -etoran dilakukan melalui Bendahern Penerirna atau Kas Daerah ( Dank •.. .... ....... ..) 

dcngan menggunakan SKRO mt. 
2 Apab1la SKRD iru ndak atau Kurang Dibayar setelah lewnt paling l ma 30 hnn sejek SKRD iru duerima 

dikenakan sanka1 Admm1straS1 bcrupa bunga aebesnr 2 °., perbulan 

Dcngan huruf: 

,JumlRh seluruhnv 

Benclahara Penenrna 

Umum Ayat Jems Retrrbusi 0 erah No. Iurnluh 

Jumlah Ketetapan pokok 
$. nksi 
Bunga 
Kenarkan 

'IP 

I Tn"!51\ I J tuh t~rnpo 

3 
4 

5 

II J s Perizman I ob k retribusi 

DO OD DODD DODD 

ama 
ma 8 dan Ull<\ha 

Alamat 
NP\\RD 

JI 

Nomor Keternp n 
Ill s RNnhu111 
T hun 

SKRD 
(SURAT KrrSTAPAJlf RETRIBUSJ DA&RAHI 

PEMERJ ITAH PRO\'! 'SI 
KALl~UNTA 'BARAT 

DI AS/ UNIT 

No "" 

FORMAT UENTUK DAN ISi H>RMUl.11{ Sli:RD 

Ll\MPIRAN 11 
PFR:\TURAN GUBERNUR PRO\'INSl KALIMANTAN DAlUT 
NOMOR TAIIUN 
TENl'ANG Pt"TUNJU!i: PEl.Ali:S.\NAc\N Pl' RATURAN D:\1-,R,\ll NOMOR h 'l'AIIUN 202 I l'hNT NG IU"I HIIIUSI 
D:\ERAH 



~<HllU•:tmtll~ l\i\LIMAN'l'i\N 11/\l'AT.f 

h.u11r M•L~11•111t I 

I • •••11 H1111 Ion 01•1• ~ I 

i'.Rt11J 1·~11)< ,11 1',·,111,,ha~n • 

'""""" · 1 
"I 

h,mlalt ''"''"'"' 1111 
I t tut•ttl1 

)~

1•1,11111 l\01'110\I IJ\\11\1\ I\ 11\11\I 
I Ii\ I I \\11\ 11111'1 \ I ltJII \'I 

I I ~ u I' I ll•u'- ,, .. ,,.11•ttN••11,•h lt•t, •h 
h •ll•"•n•••' U11, •• 

th~•"'"W IIHIIIIIIJIIII 

I i\Ml'll'AN Ill 
1•11.l'l\'l'lll'I\N Cllll\11,t'NIII,' 1,1\LIMI\N'l'AN 11/\11/\11' 
NI 11\11 >I' 'l'AIII IN 
Tl1'.N'l'ANll l11i'.'l'IIN,llJt, 1111!11\I,! NAI\N l'lill,'l\'l'lll'/\N 11/\f,,l,'/\II NIIMClh' t, 
TAI I\ IN 1ll'1 I '1'11:N'l'ANl I l~l':1rn11111! I I l/\l"l·'l\11 

Julv• m,al Y1111 

l-1 I I 11 vvu \ \ 



'GUBERNUR KALIMANT AN BARAT, ( 

i beri tanda V pada Kotak O sesuai dengan ketentuan -rang duniliki 

Na.ma terang 

Diterima oleh 
Perugas rempat pembaj ran 
Tanggl\l 

Penvetor 

Tanda Tangari 

Ruang unruk teraan 
Ku Register Tanda tangan 

Perugas Penerima 

,J,.n1!I Retribu I 

Dengan huruf 

.Jurnlah Ru iah 

.Iumlah Setoran R t.n u 

lahun 
OIL 

'o Urut 
sxxn snm 

nul,11\ 
lrn, ,·1u1 l,..tt\,,s.uk,,n ') 

DODOO DD DODD 

THU 

SSRD 
( SURAT 81:TORAJI UTR.DrtlSI DAERAB) 

I )R t ~T Bl :TUK l 1\ l~I °' I !) 

m, 
\l,un, t 

'P\\ R1' 

D H~J\!I 

:-;! !..: \U t .\NT \ ' l l \H \ 

20.1 TF. :TA l, OI-' 6 TAH l'E' TU 



~ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, C 

(narna) 
NIP. 

Pontianak, 

Nomor: 
SURAT TEGURAN 

Di . 

PERHATIAN 
Retrib11si lu11Us d1lunasi 
dalam waktu 8 (delapan) hari 
setrlah tanggal 1eguro11 iru, 
sesudah batas waktu itu 
hndakan penagihan akara d, 

latliulkan dcmgan penyeroh 
an suror paksa (Keprru-n­ 
dagn No. 1 70 Tahun 1997) 

Untuk rnencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 
( delapan ) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. 
Dalarn hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dirninta agar Saudara segera 
melaporkan kepada karni. 

Dengan huruf: ( ) 

Retribu si Tahun Nomor dan Tanggal Tanggal Jumlah Tunggakan 
SKRD, STRD Jatuh Tempo Rupiah 

Jumlah ..................... 

NPWPI) I NPWPI) ·1 : i=:JD DDDDDD ODD DOD 

..................................................................... 

...................................................................... 
PFMERJN'I 1\11 PROVINS! MLIMANTAN 01\RAT 
!)(NA' / UNIT 

I.I\ 1l'll~AN 
l'J•:J'!Yl'Ul'J\N OUHlmNUI{ PHOVINSI KALIMANTAN BARAT 
NO~Hm TJ\IIUN 
l'EN'l ANC1 PETUN,llJI< PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 
l'FNT.i\NO RtnRIHUSI DAERAI 1 

FORMAT BENTUK DAN ISi FORMULIR SURAT TEGURAN 

Kepada Yth. 



' SUTARMIDJI 

7'GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f 

Alamat : .. 
Pontianak, 

Yang menerima, 
Nama 
NPWRD: . 

TANDA TERJMA No. SKRD . 

--------- ·------------ ---------------- ----·----... n un disini -------- -- - ·--- ------------- ---------- _ 

KEPALA 

Pontianak, 

PERHATIAN: 
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas daerah ( Bank Kalbar ) dengan menggunakan 

Surat Setoran Retribusi Daerah ( SSRD) 
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD 

ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 

11. Dari penelitian dan atau perneriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus 
dibayar adaJah sebagai berikut: 
1. Retribusi yang kurang dlbayar 
2. Sanksi Administrnsi 

a. Bunga Psi. 27 (2) 
3. Jumlah yang masih harus dibayar ( l + 2a) 

Ayat Retribusi 
Nama Retribusi 

I. Berdasarkan Pasal 167 Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diJakukan penelitian dan I 
atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban · 

. .. . . . 
DD ODD DODOO DD 

Nam a 
Alamat 
NPWRD 
Tgl -Jatuh Tempo 

Masa Rerribusi 
Tahun 

PEMERINTAJI PROVJNSI KALBAR 
DJNAS / UNlT 

STRD 
( SUR.AT TAGIHAlf RETRIBUSI DAEllAH) 

DODOO 

Nomor Urut 

FORMAT HENTUK DAN ISI S'J'RD 

LAMPJRAN Vil 
PERATURAN GUBERNUR KALJMANTAN BAJ<AT 
NOMOR TAJIUN 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSl DAERAH 



SUTARMIDJI 

rtGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1 
( ) 

Hormat Saya, 
Pemohon, 

Demikianlah agar kiranya Bapak dapat menyetujui dan diucapkan 
terimakasih. 

Dengan alasan : . 

l. 
2. . . 
3. 
4. . .. 

: Rp .. Jumlah 

Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Retribusi Daerah atas 
SKRD / SKRDT Nomor . 

Bulan : Tahun : . 

. ··················································· Alamat 
. ·················································· NPWRD 

................................................... 

. ·················································· Bertindak untuk dan atas narna 
Nama 

·················································· 
. ·················································· Alamat 

Dengan Hormat, 
Yang bertanda tnngan di bawah ini : 
Nama Pemilik / Pengelola .. 

Permohonan Keberatan 
·············································· 
·············································· 

Kcpada 
Yth. Bapak Gubernur Kalimant.An Barnt 
Cq. Kepala SKPD/ Kepala Unit Kcrja 
di 
Tcmpat 

·············································· 

• • o o • o o o o • • Jo O o o o o o o o o o o • • • , • J O ~ 0 I• I I O I I IO I I I I I I I I 
1 1 

I 
1 1 1 o 1 1 1 

I I o I I 
I 

f o O I I o 

FORMAT BENTUJ DAN ISi SURAT P8J<MOIIONAN KEBERATAN 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
NO MOR TA HUN 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 
TAHUN 2021 TENTANG RETRlBUSI DAERAH 



"1UBERNUR KALIMANTAN BARAT, f 
. ································ 
. ································ Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
penetapannya akan diadakan pembetulan 
seperlunya. 

KE DUA 
~-- ----- - ----- 

Dengan huruf : 

Besarnya Ketetapan menjadi : Rp . 

Dikurangi (ditambah) sejumlah : Rp . 

: Rp . Semula ditetapkan 

. ····························································· Pengelola 
······························································· 

: Menyetujui Surat Permohonan Nomor : . 
Tanggal . 
Atas Nama . 
Alamat . 
NPWRD 

Menetapkan 
PERT AMA 

MEMUTUSKAN 

. ····················································································· 

. ····················································································· Menimbang 

Mengingat 

: Surat Perm oho nan Nomor . 
Tanggal . 
Atas Nama . 
Ala.mat . 
NPWRD . 

Membaca 

TENTANG: 

PERSETUJUA!f KEBERATA!f RETRIBUSI DAERAH 

KOP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

KEPUTUSAN GUBERNUR KALlMANTAN BARAT 
NOMOR: . 

FORMAT BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN 

LAMPIRAN IX.a 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 
6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSJ DAERAH 



~GlJBERNUR KAL 1AHT.~· BARA • 

Ditetapkan di 
Pada T anggal · 

KETIGA 

: .iemenuhi pembayaran sesuai dengan S~Ja'" Ke iapan 
yang telah diterima, 

: Apabila dikemudtan hari terdapat .a::a iruaa dalazn 
penetapanny a akan diadakan pembe uzan seperi _ ra, 

KEDlJA 

Alamar , ..... 
~ PWRD ... 
Berhubung . 

· MF-nr,lax Surat Permohonan r."'be~um _;0;:;.:0r 
T&n~J 
At;.s-, :;arn:-: .... 

Menetapkan 
PERT AMA 

Menimbang 
.'vif:ngmg;H 

. Surat Pr:rrnohr,r..H. 'i<Jr."J'J. • 

T:;n,r~f ... 

PE110LAKAB KERRATil RETiiclBOSI DAERAH 

YF,J~'~'! rJ<.,p,:; <., ,f~rJ"',JJf" Y.A,. / .1:'. ' 
• ,()'{if)r-- , 

LAMPI RA 1/. h 
f-'r.,P.A'Jf..,f,,A I (,IJBfJP.'1 ,.f" Y./·.Lfl/A'i~ A: ~A~\"' 
:;rJMC.Jf,, T/.tJ:<;:; 

,.1AE:R H ·o. f OR 6 



AT,~ £. GUBE 'UR KAL.1M 

(.. . . ) 

MENGETAHUI 
KEPALA .....••........• 

Pontianak, 

No. KODE TARGET REA.LISASI PENERIMAAN REAl..lSASI PE:-."tETOR..\N 
REKENING URAIAN 

SID BUL.\N I.ALU SUL.\.~ L"',1 S/D BU!..'\.."i I.ALU SID BULA."'i L'o,1 ANGGARAN BULAN !NI S · D BULAN INl 
1 2 3 4 5 6 r 8 9 I 10 

I 

UPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI D.\ER..\H 
BULAN 
TAHUN 

LAMP!RAN V 
PERATURAN GUBERNUR KALTMANrAN BARAT 
NOMOR TAHUN 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAER,\H 

FORMAT BENTUK LAPORAN REALISAS! PENERlMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSf 


